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PENETAPAN
Nomor 5/PDT.G.S/2019/PN Bjn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara
gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Sony Rendra Hendrawan

Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 26 April 1978

Jenis Kelamin . Laki - laki

Tempat Tinggal : JI. Raya Dander — Temayang No. 58 Kec.

Dander Kab.  Bojonegoro
Pekerjaan : Kepala Cabang KSP. Delta Pratama Dander
Nomor Handphone/ Email (jika ada) :08563055813/081217246960,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN
Nama : M. Abdul Halim
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 15 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Krajan Rt 006/ Rw 002 Ds. Klepek Kec.

Sukosewu Kab. Bojonegoro
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone / Email (jika ada) : 081333708211,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro
tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan
mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro
tanggal 19 Maret 2019 Tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2019;

Setelah membaca surat Pencabutan Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan tergugat hadir sendiri
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13
Maret 2019, yang telah dibacakan di persidangan sebagaimana dalam berita
acara tertanggal 9 April 2019 dan atas Gugatannya tersebut tidak ada

perubahan:
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat
dipersidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 April 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 April 2019, Penggugat
mengajukan surat permohonan pencabutan atas perkara Gugatannya Nomor
5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn tertanggal 15 April 2019 yang mana permohonan
tersebut diajukan Penggugat secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 22
April 2019 dengan nomor : 02/DPD/IV/2019 perihal permohonan pencabutan
gugatan sederhana dalam perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di
dalam HIR yang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh
karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan
kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv
(Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan
bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu
dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal
tersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan
hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan gugatan Penggugat telah dijawab oleh
pihak Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh
Penggugat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dan setelah
ditanyakan kepada Tergugat, pihak Tergugat menyetujui dan tidak keberatan
atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut
dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Penggugat
wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam
amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Penggugat tersebut yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, tertanggal 18 Maret 2019,
dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn, dinyatakan
dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat
pencabutan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn dan dicoret

dalam register yang sedang berjalan ;
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3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.431.000,00
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada
hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, SH.,
MH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Bjn tanggal 19
Maret 2019, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rita Ariana, SH. Panitera

Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti ; Hakim;

Rita Ariana, SH. Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran................................Rp.  30.000,-
2. BiayaATK.. ..o Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ............ccccciviinnnns Rp. 335.000,-
A, Materali....cccoocuveeeeiiiiiiie e Rp.  6.000,-
5. RedaKSi...ooouuueeeeiiiiisceeeiieeeeiie, Rp. 10.000,-

Jumlah......oooiii Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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